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PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 76 TAHUN ...BAB I
PENGESAHAN DANA PENSIUN Bagian Pertama Persyaratan Dan Tata Cara



Pengesahan Pasal 2 Setiap Pembentukan Dana Pensiun Oleh Pemberi Kerja Wajib
Mendapat Pengesahan Menteri. Pasal 3 (1) Permohonan Pengesahan Dana Pensiun
Diajukan Oleh Pendiri Dengan Menggunakan Formulir Yang Ditetapkan Menteri,
Dengan Melampirkan: A. Peraturan Dana Pensiun; B. Pernyataan Tertulis Pendiri
Dan Mitra Pendiri ... Feb 7th, 2024PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 53 TAHUN ...3. Pelanggaran Disiplin Adalah Setiap Ucapan, Tulisan, Atau
Perbuatan PNS Yang Tidak Menaati Kewajiban Dan/atau Melanggar Larangan
Ketentuan Disiplin PNS, Baik Yang Dilakukan Di Dalam Maupun Di Luar Jam Kerja. 4.
Hukuman Disiplin Adalah Hukuman Yang Dijatuhkan Kepada PNS Karena Melanggar
Peraturan Disiplin PNS. 5. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat, Pejabat Pembina
Kepegawaian Daerah Provinsi ... Feb 1th, 2024PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 19 TAHUN ...(1). Standar Isi Mencakup Lingkup Materi Dan
Tingkat Kompetensi Untuk Mencapai Kompetensi Lulusan Pada Jenjang Dan Jenis
Pendidikan Tertentu. (2). Standar Isi Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (1) Memuat
Kerangka Dasar Dan Struktur Kurikulum, Beban Belajar, Kurikulum Tingkat Satuan
Pendidikan, Dan Kalender Pendidikan/akademik. Feb 9th, 2024.

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2005
...Pengurusan Permohonan Di Bidang Hak Kekayaan Intelektual Yang Dikelola Oleh



Direktorat Jenderal Dan Terdaftar Sebagai Konsultan Hak Kekayaan Intelektual Di
Direktorat Jenderal. ... Pemberian Pelayanan Dan Sosialisasi Sebagaimana
Dimaksud Pada Ayat (4) Huruf C, ... Konsultan Paten Yang Sudah Terdaftar
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun Feb 8th, 2024PERATURAN
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN ...Struktural Di Lingkungan
Direktorat Jenderal Yang Lingkup Tugasnya Mencakup Pelayanan Administrasi
Banding Paten, Yang Diangkat Dan Diberhentikan Oleh Menteri Atas Usul Direktur
Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. (3) Sekretaris Dalam Menjalankan Tugasnya
Dibantu Oleh Staf Yang Berasal Dari Direktorat Jenderal. Mar 7th, 2024PERATURAN
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN ...(1) Sekretaris Memimpin
Sebuah Sekretariat Yang Secara Fungsional Dilaksanakan Oleh Direktorat Paten Dan
Hak Cipta, Direktorat Jenderal Hukum Dan Perundang-undangan, Departemen
Kehakiman. (2) Sekretariat Sebagaimana Dimaksud Dalam Ayat (1), Bertugas
Memberikan Dukungan Dan Pelayanan Staf Dan Ketatausahaan Kepada Dewan Dan
Pelaksanaan Harian. Mar 3th, 2024.

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 71 ...TENTANG STANDAR
AKUNTANSI PEMERINTAHAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : Bahwa Untuk Melaksanakan Ketentuan Pasal 32



Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara Dan
Pasal 184 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Apr 5th, 2024PERATURAN
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 ...Maritim; BAB I. KETENTUAN-
KETENTUAN UMUM. Pasal 1. Dalam Peraturan Pemerintah Ini Yang Dimaksud
Dengan: - Perindustrian Maritim lalah Perindustrian Yang Bergerak Dalam Bidang
Pembuatan Dan Perb Apr 11th, 2024PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ...Umum Maritim, Presiden Direktur Bertanggung Jawab Kepada Menteri
Dan Para Direktur Bertanggung Jawab Kepada Presiden Direktur. (3) Gaji Dan
Penghasilan Lain Anggota Direksi Ditentukan Oleh Menteri Dengan Mengingat
Ketentuan Yang Ditetapkan Dengan Atau Berdasarkan Undang-undang. Pasal Feb
7th, 2024.

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 ...KETENTUAN UMUM
Pasal 1 Dalam Peraturan Pemerintah Ini Yang Dimaksud Dengan: 1. Laut Adalah
Ruang Perairan Di Muka Bumi Yang Menghubungkan Daratan Dengan Daratan Dan
Bentuk- Bentuk Alamiah Lainnya, Yang Merupakan Kesatuan Apr 1th,
2024PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 ...KETENTUAN
UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Pemerintah Ini Yang Dimaksud Dengan : A. Alur
Laut Kepulauan Adalah Alur Laut Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 1 Butir 8



Undang-undang Yang Ditetapkan Sebagai Alur Untuk Pelaksanaan Hak Lintas Alur
Laut Kepulauan. B. Undang-undang Adalah Und Jan 8th, 2024PERATURAN
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 ...22. Kebijakan Umum APBD Yang
Selanjutnya Disingkat KUA Adalah Dokumen Yang Memuat Kebijakan Bidang
Pendapatan, Belanja, Dan Pembiayaan Serta Asumsi Yang Mendasarinya Untuk
Periode 1 (satu) Apr 8th, 2024.

SALINAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG Pemerintah Nomor 17 ...SALINAN
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA ...
Bahwa Untuk Melaksanakan Ketentuan Pasal 142 Peraturan Pemerintah Nomor 17
Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan Sebagaimana
Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010, Perlu
Menetapkan ... Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 ... May 7th, 2024PERATURAN
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA SISTEM ...PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 60 TAHUN 2008 TENTANG SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA, Menimbang : Bahwa Untuk Melaksanakan Ketentuan Pasal 58 Ayat (2)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, Perlu
Menetapkan Peraturan Pemerintah Tentang Sistem Pengendalian Intern



Pemerintah; Mengingat : 1 ... Feb 3th, 2024PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK
INDONESIA TENTANGG6. Standar Isi Adalah Kriteria Mengenai Ruang Lingkup Materi
Dan Tingkat Kompetensi Untuk Mencapai Kompetensi Lulusan Pada Jenjang Dan
Jenis Pendidikan Tertentu. 7. Standar Proses Adalah Kriteria Mengenai Pelaksanaan
Pembelajaran Pada Satu Satuan Pendidikan Untuk Mencapai Standar Kompetensi
Lulusan. 8. Apr 4th, 2024.

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2005 TENTANG ...6. Standar
Isi Adalah Kriteria Mengenai Ruang Lingkup Materi Dan Tingkat Kompetensi Untuk
Mencapai Kompetensi Lulusan Pada Jenjang Dan Jenis Pendidikan Tertentu. 7.
Standar Proses Adalah Kriteria Mengenai Pelaksanaan Pembelajaran Pada Satu
Satuan Pendidikan Untuk Mencapai Standar Kompetensi Lulusan. 8. Standar . . .
May 3th, 2024PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA
...Asuransi, Pinjaman Langsung, Subsidi Bunga, Dan Bantuan Keuangan Untuk
Meningkatkan Ekspor Negara Yang Bersangkutan Atau Bagian Terbesar Dari Dana
Tersebut Dipergunakan Untuk Membeli Barang/jasa Dari Negara Bersangkutan Yang
Berdomisili Dan Melakukan Kegiatan Usaha Di Luar Wilayah Negara Republik
Indonesia. 28. Feb 2th, 2024PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK
INDONESIAKetaatan Terhadap Peraturan Perundang-undangan. 2. Sistem



Pengendalian Intern Pemerintah, Yang Selanjutnya Disingkat SPIP, Adalah Sistem
Pengendalian Intern Yang Diselenggarakan Secara Menyeluruh Di Lingkungan
Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah. 3. Pengawasan Intern Adalah Seluruh
Proses Kegiatan Audit, Reviu, Evaluasi, May 3th, 2024.

- 1 - PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIAKetaatan Dalam Melaksanakan
Peraturan Perundang-undangan Dan Perizinan Berusaha Atau Persetujuan
Pemerintah Oleh Penanggung Jawab Usaha Dan/atau Kegiatan; 34. Pengawasan
Insidental Adalah Pengawasan Yang Dilakukan Sewaktu-waktu, Tanpa
Pemberitahuan Terhadap Pelaksanaan Terhadap Ketaatan Dalam Melaksanakan
Peraturan Perundang-undangan Dan May 8th, 2024PERATURAN PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA DENGAN RAHMAT ...Direktorat Jenderal. 2. Menteri Adalah
Menteri Yang Membawahkan Departemen Yang Salah Satu Tugas Dan Tanggung
Jawabnya Meliputi Pembinaan Di Bidang Hak Kekayaan Intelektual. 3. Direktorat
Jenderal Adalah Direktorat Jenderal Hal Kekayaan Intelektual Yang Berada Di Bawah
Departemen Yang Dipimpin Oleh Menteri. 4. Jan 1th, 2024PERATURAN PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA TENTANG ...NOMOR 61 TAHUN 2010 TENTANG PELAKSANAAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI
PUBLIK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,



Menimbang : Bahwa Untuk Melaksanakan Ketentuan Pasal 20 Ayat (2) Dan Pasal 58
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Feb 5th, 2024.

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG Pasal 58 ...Menimbang :
Bahwa Untuk Melaksanakan Ketentuan Pasal 50 Ayat (2), Pasal 58 Ayat (2), Dan
Pasal 59 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan
Bencana, Perlu Menetapkan Peraturan Pemerintah Tentang Penyelenggaraan
Penanggulangan Bencana; Mengingat : 1. Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Apr 9th, 2024PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PENILAIAN PRESTASI ...KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL. BAB | KETENTUAN UMUM Pasal
1 Dalam Peraturan Pemerintah Ini Yang Dimaksud Dengan: 1. Pegawai Negeri Sipil
Yang Selanjutnya Disingkat PNS Adalah Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana
Dimaksud Dalam Peraturan Perundang-undangan. 2. Penilaian Prestasi Kerja PNS
Adalah Suatu Proses Apr 12th, 2024LAMPIRAN VIII PERATURAN PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA ...Lampiran Viii Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri
Sipil Dan Janda/dudanya Lama Baru ... 39 - 326.960 40 - 328.920 41 299.220
330.900 42 - 332.880 43 - 334.840 44 305.040 336.820 45 - 338.800 46 - 340.760
Mar 6th, 2024.



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG DENGAN ...Dalam
Peraturan Pemerintah Ini Yang Dimaksud Dengan: 1. Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
Yang Selanjutnya ... 13. Pemerintah Daerah Adalah Kepala Daerah Sebagai Unsur
Penyelenggara Pemerintahan Daerah Yang Memimpin ... Penelitian Dan
Pengembangan KLLAJ. Bagian Kedua . . . PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -
10-Bagian Kedua Mar 12th, 2024
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